Menimbaing :

Mengingat

. BUPATI GORONTALO UTARA
. PROVINSI GORONALO
P_EéATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR '} TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setefnpat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan;
bah{va Pemerintah Daerah perlu rﬁengatur tenitang
Pengelolaan Aset Desa, sehingga dapat menjadi pedoman

dala}n penyusunan Pengelolaan Aset Desa;

| bahx%ra untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian

| _ . _ -
huk?m kepada semua pihak yang terlibat dalam Pengelolaan
AsetéDesa, diperlukan pengaturan mengenai Pengelolaan Aset

Desa;

. bahtéra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalaxfn huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Perai:uran Bupati Gorontalo Utara tentang Pengelolaan Aset

Desa.

Undéang—Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang:
Peml;aentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
Gorcéntalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomfor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomé)r 4687);

. Und:%ng—Uridang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(Lemj_baran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara
- requhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};

. Und;ang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repybhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
bebérapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
tahlim 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaraﬁ Negara Republik |
Indo%nesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Neg.cjlra Republik Indonesia Nomor 6573); ‘
. Undiémg—Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lenéabaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245,% Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
6573);

Perafturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pera?turan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indones1a
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara'
Repgbhk Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
bebeérapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 T ahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negeila Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); ‘
Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang_
Pemlpentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indoinesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diub;ah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80;
Tahljln 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
(Beﬁita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Perajturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tente;_mg Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indoilesia Tahun 2016 Nomor 53);
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7. Peréturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun - 2018
' tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Negara Repubhk

Indone31a Tahun 2020 Nomor 1781}; I
i

MEMUTUSKAN:

L%

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.’%

" Dalam Peraturan. Bugéti ini iang dimaksud dengan:
1.
2.
3.

Bupati adalah _Buiaati Gorontalo Utara. o o |

| BABI __ S
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Ka’ibupéten Gorontalo Utara.

y | SR
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara =
Pemerintahan Daiarah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menJadx kewenangan daerah otonom. ;

. 'Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama Iam

selanjutnya dlsebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

‘memiliki batas wﬂayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemenntahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masayarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dxakuz

'dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubhk

Indonesia. - ;

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

.- Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fung31

'pemenntahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwalqlan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Aset Desa adalah. barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik
Desa, dibeli atau dlperoleh atas beban APB Desa atau perolehan Hak

lainnya yang sah.
Pengelolaan - Aset Desa merupakan rangkaian keglatan mulal ‘dari
perencanaan, pcngadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,

pemeliharaan, jipen;cg,lnapl.zsau'l, pemindahtanganan, penatausahaan,
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pelaporan, penile{ian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset
Desa. _ ; |
Perencanaan .adgalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk
merumuskan berbagal rincian kebutuhan barang milik desa.

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalgm rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa
dan tidak mengubgah status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam Jangka waktu
tertentu dan menenma imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa
dengan Pemenntah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa
setempat dalam _]angka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. |
Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh plhak lam
dalam jangka Wa}ctu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan
Desa. i

Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang M111k Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasﬂltasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya
dlserahkan kembah tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut
fas111tasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasﬂltasnya dan setelah selesai pembangunannya dlserahkan
kepada Pemermtahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu
tertentu yang dlsepakatl

Badan Usaha Mlhk Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-hesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

l
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19.

- 20.

- 21.

22,
23.

Pengamanan adaiah Proses, cara perbuatan mengémankan aset Desa
dalam bentuk ﬁs1k hukum, dan administratif.
Pemeliharaan ada_lah keg1atan yang di lakukan agar semua aset Desa

selalu dalam keadaa_n baik dalam rangka penyelenggaraan pemenntahar|1

Desa.
Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa darl
buku data mvez;tans desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk'
membebaskan Pe%agelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa
pengguna barang ?dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang
yang berada dalam penguasaannya. |

Pemmdahtanganan adalah pengahhan kepemilikan Aset Desa. ,
Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang

- dilakukan- antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan

24,

25.

- 26.

27.

28.

penggannannya dalam bentuk barang. :
Penjualan adalah pemmdahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan
menerima penggantlan dalam bentuk uang. '
Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa
yang semula me;rupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan yang cfipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa
dalam BUMDesa _ |
Penatausahaan adalah rangkaian keglatan yang d1 lakukan mehputi
pembukuan, 1nventansa51 dan pelaporan aset Desa sesuai dengan
ketentuan yang berlaku ' '
Pelaporan adalah penyajlan keterangan berupa informasi terkait dengan |
keadaan Objektlf aset Desa.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada

: data/ fakta yang obyektlf dan relevan dengan menggunakan metode/ teknis

29,

* kepentingan somal
30,

31.

tertentu untuk mernperoleh nilai aset Desa. _
Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemenntah '

Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk
: I

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan pencatatan
dan pelaporan hasﬂ pendaraan Aset Desa. ‘
Kodefikasi adalah: pembenan kode barang pada Aset Desa dalam rangka

pengamanan dan kepastlan status kepemilikan. |
;
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~ 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

_ Pasal 2
) (1) Jenis Aset Desa tefrdiri atas: |

a. kekayaan asli pesa;

b. kekayaan n:uhk Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;

c. kekayaan De.SéL yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang

sejenis; %

- d. kekayaah Desa yang di;ﬁeroleh

sebagai pelaksanaan daﬂ ’

peljanjlan / kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

e. hasil kerja sama Desa; dan

f. kekayaan Desaf yang berasal dari perolehan lain yang sah.
i : i

o (2) Kekayaan asli Des:a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

atas: ) -
tanah k:is Déséa;
pasar Desa; ‘
pasar hewan;
. tambatan perailu'

bangunan Desa

pelelangan zkan vang dikelola oleh Desa, :
pelelangan hasﬂ pertanian,;

hutan milik Desa,

SR O™ e g

mata air milik Desa

ot 2
.

i pemandlan umum dan

k. lain-lain kekayaan asll Desa
BABIl
| PENGELOLAAN
} Bagian Kesatu
: - Umum

Pasal 3

Péngelolaian Aset 'Des:é. dilaksanékan berdasarkan asas fungsional, kepastian |

hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian -

" nilai. f

1
i
v
i
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(1)

(2)

(3)

(6)

(1)

| Perangkat Desa. :

_ Pasal 4 _
Kepala Desa sebagal pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Aset Desa.
Kepala Desa sebaga1 pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa
sebagazmana dunaksud pada ayat (1), - mempunyai wewenang dan

tanggung]awab g

a. menetapkan kebuakan Pengelolaan Aset Desa,

'b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/ pengurus Aset Desa,

¢. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Aset
Desa; ' _ |
d. menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;

fnengajukan usul pengadaan, Pemindahtanganan dan atau

penghapusan ‘Aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah
Desa; ' B _ : |
f. menyetujui usul Pemmdahtanganan dan Penghapusan Aset' Desa
sesuai batas kewenangan dan _
g. menyetujui usuI Pemanfaatan Aset Desa selain tanah dan/atau
bangunan. i
Aset Desa yang ber31fat strategls sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan,
tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasﬂ
pertanian, hutan mlhk Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan
aset lainnya milik: Desa o | |
Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dunaksud pada ayat (1),.

Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

Perangkat Desa-sébagajmana dimaksud ayat (4) terdiri atas:
a. sekretaris Desga' selaku pembantu pengelola Aset.Desa; dan
b unsur perangkat Desa sebaga1 petugas/ pengurus Aset Desa.
Petugas/ pengurus Aset Desa sebagalmana dnnaksud pada ayat (5) huruf b)
berasal darl kepala urusan o
|

_ : _ _ Pasal 5

Sekretans Desa fselaku pembantu pengelola Aset Desa sebaga_lmana

| dlmaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung

Jawab

Kepala Knhng Asisten 1 Sekda Walkit Bupnti
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i

:
:
:
£

a. méneliti féncariia kebutuhan Aset Desa; : ' | o
'b. meneliti rencaria kebutuhan pemeliharan Aset Desa;

c. mengatur Penggunaan Pemanfaatan, Penghapusan dan

Pemmdahtanganan Aset Desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;

- d. melakukan koord1na51 dalam pelaksanaan inventarisasi Aset Desa; dan |

e. melakukan pquawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Aset Desa. |

(2) Petugas/ pengurusEA'set Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5)
huruf b, bertugas (iian bertanggung jawab:

a. mengajukan refncana kebutuhan Aset Desa; _

b. mengajukan rjermohonan penetapan Penggunaan Aset Desa yang
diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada :
Kepala Desa, '

c. melakukan inventarisasi Aset Desa;
mengamankan%dan memelihara Aset Desa yang dikelolanya; dan

e. menyusun dan‘ menyampaikan laporan Aset Desa.

, ; ‘ ,

Bagian Kedua

Pengelolaan
Paragraf 1

Umum = _ _ .

g _ Pasal 6
(1) Aset Desa yang befupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
(2] Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan dltatausahakan secara tertib.
(3) Aset Desa dapat d1asuran31kan sesuai kemampuan keuangan Desa dan
dilaksanakan sesual ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. .
(4} Aset Desa dllarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagal
pembayaran atas taglhan kepada Pemerintah Desa.
(5) Aset Desa dllarang dlgadalkan atau dl_]adlkan jaminan untuk mendapatkan
~  pinjaman. i

§

BPMD hukn

‘ Pasal 7

i .

Pengelolaan Aset Desa meliputi:

_ : ' |

a. perencanaan; .3
b. pengadaan;
. i

: Hepula Kabag Asisten 1 Sckda Wildl Dupati




[

5@ oo oA e

[N
.

'penggunaén;
pemanfaatan;
pengamanan;
pemeliharaan;
pénghapu_san; f
pemindahianganap;
penatausahaan;
‘pelaporan;

. penilaian;

b w‘:—a-

pembinaan;

pengawasan; dén - ' 1

BB

Pengendalian., | ' .

_ Paragraf 2

Perencanaan

- Pasal 8

3 (1) Perencanaan Asetg Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
kebutuhan 6 (enar:h) tahun. | |
(2) Perencanaan kebfltuhan Aset' Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan dltetapkan
dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersedlaan Aset Desa yang ada
g |
: Paragraf 3

Pengadaan

Pasal 9

s ot A e o s ke ¥ R

(1) Pengadaan Aset Desa sebagaimana dlmaksud ‘dalam Pasal 7 huruf b|

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan .
terbuka, bersaing, gd_ll/ tidak diskriminatif dan akuntabel.

(2) Pengédaan barang'?/jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada lf(etentUan-Peraturan Perundang-Undangan.

H . P
i X -
i i :

; : : Paragl_‘af 4

i Penggunaan
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Pasal 10
(1) Penggunaan Aset' Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c,

ditetapkan dalazﬁ rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan

Desa. ‘
(2) Status Penggunaain Aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusaﬁ

Kepala Desa. :
Paragraf 5

Pemanfaatan

: Pasal 11
(1) Pemanfaatan As‘e’é Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d,
dapat dllaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. '
(2) Bentuk Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:
a. sewa, ~
b. pinjam pakai; ’
¢. kerjasama pen;anfaatan' dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
(3) Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dltetapkan
dalam Peraturan I?esa.
Pasal 12
(1} Pemanfaatan Aset Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf 2, tidak merubah status kepemilikan Aset Desa. .
(2) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Sewa Aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-
kurangnya memu af:
a. para pihak yapg terikat dalam peljanjia_n_;
b. objek perjanjiian Sewa;
¢. jenis, luas atau Jjumlah barang, besaran Sewa dan jangka waktu;
d. tanggung _]awab penyewa atas blaya operasional dan pemehharaan

selama Jangka waktu Sewa;
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(1)

g
e. hakdan kewé.jiban para pihak;
f. keadaan di luiar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g persyai‘atan lam yang di anggap perlu.
i Pasal 13
Pemanfaatan Asejt Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 eétyat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa

dengan Pemerintaiq Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. -

{2} Pinjam Pakai Aset% Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan

untuk tanah, bméunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.

(3} Jangka waktu Pinj'am Pakai Aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat

(4)

(1)

diperpanjang.

Pinjam Pakai Asiet Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
sekurang—kurangrfya memuadt:

a. para pihak yanfg terikat dalam perjanjian;

b. jenis atau jumliah barang yang dipinjamkan;

c. jangka waktu l'é‘injam Pakal,

d. tanggung jawalj) peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan

selama jangka iwaktu peminjaman;

o

hak dan kewajifban para pthak;
keadaan di lua:;‘ kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan laip vang di anggap perlu.
; Pasal 14
Kerjasama Pemanif‘aatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf e, berupait tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain

dilaksanakan dalalin rangka:

a. mengoptimaikajn daya guna dan hasil guna Aset Desa;dan

(2)

b. meningkatkan iaendapatan Desa.

Kerja Sama Pemafnfaatan Aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan‘

dengan pihak laJn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan:% |

a. tidak tersedia étau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk%
memenuhi biajéa operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yangi

diperlukan terhfadap tanah dan bangunan tersebut; dan
i

4
¥
{
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b.

pihak lain sel:)fagajmana_dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan
atau menggédaikan Aset Desa yang menjadi objek Kerjasama

Pemanfaatan

(3) Pihak lain sebagalmana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara

(1

{2)

lain: "

a.

i

membayar ké)nuibusi tetap setiap tahun selama jangka waktli
pengopera31an yvang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasﬂ
Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa; '
membayar sgmua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama
pemanfaatan; E'dan

Jangka Waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas)

tahun sejak peljanjlan ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan Keljasama Pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan

ditetapkan dalam ‘'surat perjanjian yang memuat:

® Mo oo TP

para pihak yall'lg terikat dalam perjanjian;
objek Kexjasax.ina Pemanfaatan;

jangka waktu;i

hak dan kewa_iiban para pihak;

penyelesaian faerselisihan;

keadaan di Iuar kemampuan para pihak (force majeure); dan

peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

Bangun Guna Sérah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud

pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lam

dilaksanakan dengan pertimbangan:

a.

Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas baéi
penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
_tldak tersedla dana dalam APBDes untuk penyediaan bangunan dan

fasilitas tersebut

Pihak lain sebagalmana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu

pengoperasian rnem1hk1 kewajlban antara lain:

a.

membayar kogtnbum ke rekening kas Desa setiap tahun;dan

b. memelihara olf)jek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
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(3)
(4)

(S)

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

i

|
Kontribusi sebagéiirnana dimaksud pada ayat (2} huruf a, besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh
Pemerintah Daerah
Pihak lain sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkaﬁ
menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
Pihak lain sebagaumana dimaksud pada ayat (1) wa_ub menanggung blaya
yang berkenaan idengzm persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjanjian, dan kcfmsultan pelaksana. '

§ Pasal 16
Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama
20 tahun {dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
Perpanjangan wa,ktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guné.
sebagaimana dinfaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan
evaluasi oleh Tun yang dibentuk Kepala Desa dan dlfasﬂltaSl oleh
Pemerintah Daerah :
Dalam hal Jangk:% waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
diperpanjang, pe;manfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan
sebagaimana dlatur dalam Pasal 14. :
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan
surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
para pihak yang terikat dalam perjanjian;
objek Bangun EGuna Serah;
jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
penyelesaian Iiaerselisihan;

keadaan diluair kemampuan para pihak (force majeure}; dan

SN

persyaratan lafin yvang di anggap periu;

Bangunan dan fefn.silitasnya yvang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan
Bangun Guna Seirah atau Bangun Serah Guna harus dilengkapi dengah
Izin Mendirikan B:angunan atas nama Pemerintah Desa.

H

Pasal 17

Pemanfaatan me1a1u1 Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau

Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15

dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
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Pasal 18

Hasﬂ Pemanfaatan sebagalmana dalam Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15

merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf 6

Pengamanan

Pasal 19

{1) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e,

wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2) Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:

a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan

penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan

jumlah barang dan hilangnya barang;

C. pengamanan ﬁmk untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara

pemagaran dain pemasangan tanda batas;

d. selain tanah

'dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf C

dilakukan deﬂgan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

e. pengamanan

kepemilikan.

hukum antara lain dengan melengkapi bukti status

- (3) Biaya Pengamanan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada»APBDes

Paragraf 7
Pemeliharaan
Pasal 20

(1) Pemeliharaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf {,
wajib dilakukan ofleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. :
(2) Biaya Pemelihara;:em Aset Desa dibebankan pada APBDes.

i

Paragraf 8
Penghapusan
Pasal 21
Kepala Kabag Asisten 1 Sckala Wakil Bupati
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)

(1)

(2)

“"c¢. sebab lain.

(3)

(6)

i

Penghapusan Aseé Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut g
merupakan kegiatéém-menghapus/meniadakan Aset Desa dari buku data
inventaris Desa. ;
Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllakukan
dalam hal Aset Desa karena terjadinya, antara lain:
a. beralih kepemxhkan,
b. pemusnahan; E;tau
§
Penghapusan Aset Desa yang beralih kepemlhkan sebagaimana d1maksud
pada ayat (2) huruf a, antara lain:
a. Pemmdahtanganan atas Aset Desa kepada pihak lain; dan |
b. putusan pengadﬂan yang telah berkekuatan hukum tetap. E
Desa yang kehllangan hak sebagai akibat dari putusan pengadllan
sebaga;mana pada: ayat (3) huruf b, wajib menghapus dari daftar 1nventarlsl
aset milik Desa. |
Pemusnahan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b‘
dengan ketentuan ,
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau t}dak

memiliki nilai ekonorms, antara lain meja, kursi, dan komputer; dan ‘
b. dibuatkan Benta Acara pemusnahan sebagal dasar penetapan

~ keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan _

Penghapusan Aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagalmana
dimaksud pada ayat 2 huruf ¢, antara lain:
a. hilang; | 7 | | |
b. kecurian; dan ! :

c. terbakar;

f Pasal 22

~ Penghapusan Aset De%;a yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (3) terilebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan‘.
dengan Keputusan Kelﬁala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

(1)

l
i

!
!
I
F

Pasal 23

Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dunaksud dalam Pasal 22

~ tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

[
H
i
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(2)

- Berita Acara dan (fitetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. _ |

(1)

‘Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat

Pasal 24
Aset milik Desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan:

seperti waduk, uahg penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah

: sebagal pendapatan Daerah.

@)

(3)

(4)

e

(1)

Aset milik Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan sepertl
waduk uang penggantmya menjadi milik Desa .

Uang pengganti fsebagannana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pendapatan Deisa vang  penggunaannya  diprioritaskan untul%
pembangunan sarana prasarana Desa. !
Aset milik Desa yang Desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka

penataan Desa, Aset Desa yang desa-nya dihapus menjadi milik Desa yang

dlgabung
: Paragraf 9 |
Pemindahtanganan l

Pasal 25

Bentuk Pemmdahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf h, mehputl '

a. tukar menukaxj

b. penjualan; ; : : :
¢. penyertaan modal Pemerintah Desa; dan
d. Hibah. |

Pemmdahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
tanah dan/atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar
menukar, penyertaan modal dan Hibah.

~ Pasal 26 o
Aset Desa dapat duual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1):

huruf b, apabila:

a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam%
mendukung pebyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
5;
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b. Aset Desa berélpa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh
Pemerintahan {Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, daﬁ
kambing. '

(2) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dllakukan

- melalui penjualan langsung dan/atau lelang.

(3) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meja;
kursi, kompatter, rélesin tik, tanaman tumbuhan dan ternak.

(4} Penjualan melaluiE lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2} antara lain
kendaraan bermotor dan peralatan mesin.

(5) Penjualan sebagmmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dllengkap1
dengan bukt penjualan dan dztetapkan dengan keputusan Kepala Desa
tentang Penjualan

{6) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

- dimasukkan dalam rekening kas Desa sebagai pendapatan asli Desa; |

E
f:
Pasal 27 _ ;
(1) Penyertaan modal fPemerint:ah Desa atas Aset Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf ¢, dilakukan dalam rangka pendman
pengembangan dan peningkatan kinerja BUM Desa.

(2) Penyertaan modal isebagalmama dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

T
<
i

Paragraf 10

Penatausahaan

;‘ Pasal 28
(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris Aset Desa dan
diberi kodefikasi. ; o
(2) Kodefikasi sebagai;nana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedomani

umum mengenai kodefikasi Aset Desa.

‘ Paragraf 11
| Penilaian
| Pasal 29
Pemerintah Daerah béarsama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan

penilaian Aset Desa sefsuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
[
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: L t | Pasal 30 | - |
Penilaian Aset'Dééa Esebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. dalam rangké.
pemanfaatan dan .piemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. -

; | | Pasal 31 _ .
Format Keputusan Képala Desa tentang Penggunaan Aset Desa, Format Berita
Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa serta
Format Buku Inventarls Aset Desa sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 10
ayat {2), Pasal 22 Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam
Lamplran yang merupakan bagian tidak terplsahkan dan Peraturan Bupatl m11
BAB I

| TUKAR MENUKAR

_ Pasal 32 .
Pemind'ahtanganah iﬁset Desa berupa tanah melalui tukar menukar
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 25 ayat {1} huruf a terdiri atas:

a. untuk kepentmgan umum;
b. bukan untuk kepentlngan umum; dan
c. tanah kas Desa | selaun untuk kepentingan umum dan bukan untuk

kepentmgan umum

| Bagian Kesatu _
1 Untuk Kepentingan Umum

P a

_ | ’; ' Pasal 33 |

(1} Tukar 'menuk'ar :lkset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagll

kepentmgan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a,
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2} Tukar menukar sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan: ‘ : |

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran gant1

rugi’ sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan

: '_nlleu wajar hasﬂ perhitungan tenaga penilai;
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(1)

(2)

&

1
E
¢
i
!

L % _ , |
apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah

pengganti terlei'bih dahulu dapat diberikan berupa uang;

penggantian bgeru,pa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
digunakan untuv: membeli tanah pengganti yang senilai;

tanah penggantl sebagalmana dimaksud pada huruf c¢ dlutamakan
berlokasi di Desa setempat dan : '
apabila loka51 tanah penggantl tldak tersedla di Desa setempat
sebagaimana dlmaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berloka31

dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang

'_ berbatasan langsung

l
:
§
P

- ~ Pasal 34

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
dllakukan dengan tahapan

a.

’ Kepala Desa . menyampalkan surat kepada Bupati = terkait hasil

Musyawarah [?esa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan
calon lokasi tahah pengganti berada pada Desa setempat; dan
Kepala Desa menyampeukan permohonan izin kepada Bupati, untuk

selanjutnya Bupat1 meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.

Apablla lokasi tanah penggantl tidak tersedia di Desa setempat

sebhagaimana dlmaksud dalam Pasal 33 ayat (2} huruf e, dilakukan dengan

tahapan:

bupati I_nelaklilkan tinjauan lapangan dan \}er'iﬁkasi data untuk
mendapatkan ékebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam

¥ _ _
berita acara; |

. hasil tinjauané lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud

pada huruf ! a disampaikan kepada Gubernur sebaga1 bahan

- pertimbangan pembenan persetujuan;

sebelum pemberlan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c,

' Gubernur dapgt melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;

dan 2

setelah Gubernur membenkan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa
menetapkan Peraturan Desa tantang tukar menukar tanah milik Desa. !

1
P
!
H
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| : Pasal 35 _

{1) Tinjauan lapangafh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf
a, dilakukan u’ntﬁk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi ﬁsik
lokasi tanah mlhk Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa.

(2} Verifikasi data sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b
dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang
dihadiri oleh unsiur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan
tukar menukar,g pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah
pengganti, apalrati Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak
dan/atau 1nstans1 terkait lainnya.

(3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangant oleh
para pihak dan/ atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagalmana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

a. hasil musyawarah Desa; 3
b. letak, luasagl, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkaﬁ
penggunaénngfa; dan :
c. bukt kepemilifkan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.
Pasal 36 |

(1) Ganti rugi berupaii uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b,
apabila dibelikani tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang
relatif sedikit ataflu uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain
untuk tanah. ! :

(2) Besaran dan peniggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada
ajrat (1) diatur ole:h Bupati.

(3) Selisih uang sebaggaimana dimaksud pada ayat (1} dimasukkan dalam Kas
Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. :

5
i

l Bagian Kedua

, Bukan Kepentingan Umum
i

i

Pasal 37 _
(1) Tukar menukar tanah milik Desa bukan untuk pembangunan kepentmgan
umum sebagalmana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat

dilakukan apablla ada kepentingan nasional yang lebih penting dan
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strategis deng&n f,etap memperhatikan dan meﬂyesuaikan rencana: tata

ruang wilayah.

i
§
i

{2) Kepentingan iiasif)nal yang lebih penting dan strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan __

perumahan g
(3) Tukar menukar sebaga:lmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan

a.

tukar menukar dllakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan.
nilai wajar hasﬂ perhitungan tenaga penilai;

tanah penggantl diutamakan berlokasi di desa setempat;

apabila Iokasv tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat
sebagaimana du'naksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berloka31
dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang

berbatasan langsung
l

i
Pasal 38

(1) Tukar menukar taflah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1}, dengan ketentuan sebagai berikut:

a,

ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik
desa; . ‘ '
Peraturan Desia s'ebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan
setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
Sebelum Bupat1 menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf
b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Daerah;
Tim Kajian !Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c |
keanggotaanny?. terdiri atas organisasi perangkat Daerah terkait yang:

disesuaikan déngan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan

Bupat;;
Tim Kajian Daerah sebagmmana dimaksud pada huruf d dengan
menglkutsertakan tenaga penilai;

Tim Kajian Daerah sebagalmana dimaksud pada huruf e melakukan
pengkajian berupa peningkatan ekonomi Desa, menguntungkan Desa,
dan tidak meruglkan Aset Desa; dan :
Hasil kajian sebagalmana dimaksud pada huruf f sebagai bahan
pertimbangan dan disampaikan kepada Gubernur untuk permoh_onan!
izin. - o
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(<} Gubernur sébelumgmenermu{an 1zin terhadap tukar menukar tanah milik
Desa, sebagaimanaf dimaksud pada ayat (1) huruf g, terlebih dahulu
melakukan kajian xjnelalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

' Pasal 39 _

.(1) Tilljauan lapangalél sebégaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)!
dilakukan untuk h’lelihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik
lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon pengganti tanah milik Desa. |

(2) Venﬁka31 data sebagalmana dimaksud dalam Pasal 38 ayat {2) d11akukan

) untuk memperoleh bukt formil melalui pertemuan di Desa yang rl1had1r1
oleh unsur dari Pemermtah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar
menukar pihak pemlhk tanah yang digunakan untuk tanah penggantl
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/ atau
instansi terkait lalnnya ‘

(3) Hasil kunjungan Etlnjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimanai
dimaksud pada ajgrat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya. |

[4) Berita Acara sebagalmana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lam
a. hasil musyawarah Desa;

b. letak, luasan,' harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan
penggunaannyai; dan - '
c. bukti kep.emilikian tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

(5) Berita Acara seba;ga.imana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar. dan.

pertimbaﬁgan Guibemur untuk menerbitkan izin dan selanjutnyaé

disampaikan kepadéa Menteri mtuk mendapatkan perseiujuan. ?
Bagian Ketiga
Tanah K;as Desa Selain Untuk Kepentingan Umum L |
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum
" Pasald0 | ‘

(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu | V
hamparan yang terhlmplt oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah |

- milik Desa yang dldalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dﬂakukan

-tukar menukar ke Ioka31 Desa setempat.

(2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dalam rangka menmgkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya

guna dan berhasﬂ guna
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- (3) Tukar menukar t:'mah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

| 'dapafdilékukan dfengan ketentuan: | |

a. tukar meriukai‘ tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah
penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;

b dltetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah mlhk

Desa; dan ’ | |

c. Peraturan Desa sebagalmana dlmaksud pada huruf b, dltetapkan

setelah mendapat izin dari Bupat:l
| t | Pasal 41
Aset Desa yang d1tukarkan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 37
dan Pasal 40 dlhapus dari daftar inventaris Aset Desa dan penggannnya

dicatat dalam dai‘tar 1nventans Aset Desa. R
* Pasal 42 o

-Pemblayaan admmlstra31 proses tukar menukar sampai dengan penyelesalaan
‘sertifikat tanah Desa penggantl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal
37 dan Pasal 40 dlbebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

§
!
i
é

t Pasal 43 .
_(1_'} Bupati melakukar} pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa;
(2} Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

. pad'a ayat (1) Bupiati dapat melimpahkan kepada Camat.

; BAB V
- PEMBIAYAAN
% ' Pasal 44

- Dalam rangka pelaiksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa,

pembiayaan dibebanl;:an pada APBDes.
-
BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

_ Pasal 45 ' ‘
(1} Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa

yang ada di Desg. dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

i i

Hepala Enhag Asisten } Sekda Wakil Bupati
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(2) Aset Desa yang t’elah drambi alih oleh Pemerintah Daerah dikembaiikan;

kepada Desa, Ixecuah yvang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

| (3]. Kekayaan milik Pemermtah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal

Desa yang cunmanxan kepada Desa serta aset Desa yang dlkembahkan
I\epada Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dllaksanakan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

~ BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

i
r

{ Pasal 46 .
Pengelolaan Aset Des{a khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yémg sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses,
sebelum dltetapkannya Peraturan Bupati, tetap dapat dilaksanakan sepan_}ang
tidak bertentangan dengan Bupati ini.

BAB VIIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Utara.
Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 8 AGUSUE 2022
/V BUPATI GORONTALQ UTARA,
L )
THARIG MODANGIGU
'Dlundangkan di Kwandang | W

Asisten L Sekda Wakil Bupaﬁ
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LAMPIRAN o
PERATURAN BUPATI GORONTALO
UTARA i
NOMOR {}: TAHUN. 2032

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

' FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET
DESA, FORMAT BERITA ACARAPENGHAPUSAN ASET DESA KEPUTUSAN |
KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, DAN FORMAT BUKU

| . INVENTARIS ASET DESA | | !

A F_ormét Keputusan? Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Asét
Desa :; |

KECAMATAN.........ccoverenrnens (nama kecamatan)

KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...

| TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

i
i
H

KEPALA DESA ......ooocumieermenmnecena:

Menimbang =~ : a.;: bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam
rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa ...; R

b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

3

Fepala Kalrag Asisten | Sclada Wakil Bupati
DPFMD hukumn
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" Mengingat

.-.a'

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa tentang  Status

Penggunaan Aset Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623); |

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun

hepaln kabog Asisten ) Sekala Wakit Bypati
DPMD bukam
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Menetapkan

 KESATU

" 'KEDUA

" KETIGA

- KEEMPAT

JUl6 tentang Pengelolaan Aset Desa {Berita Negara

| . Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor ... Tahun

... teniang Pengeloiaan Aset Desa

.- Dst;

MEMUTUSKAN: |

_ __Stjatus Penggu'naan Aset Désa

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan ash desa,
 APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan

“digunakan dalam ~ rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa .........ccoue....

sebagaimana terlampir;

o Lamplran sebagaimana pada Diktum KESATU
. merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku

Inventaris Aset Desa; -

- Ase_t_ Desa yang tidak langsung untuk mendukung

penyelenggaraan  pemerintahan desa  dapat
didayagunakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan desa,;

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ..........c......
pada tanggal.................
KEPALA DESA ...... (Nama Desa)
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Kepala Kebag Asisten 1 Sckda Wakil Bupati
DPMVD baukum
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LAMPIRAN f
L KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) i
i NOMOR.. TAHUN .. |
_ TENTANG | B
% '~ STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
|

DAF’I‘AR STA’I‘US PENGGUNAAN ASET DESA

i
i

No. | Jenis- | Kode _ ~+  Asal usul Barang | Ket.
| Barang | Barang | |
" . | Kekayaan APBDesa | Perolehan Lain
: ! Asli Desa _ . - Yg Sah
T 2 N 5 | 6 7|
|
|
f
!
| (Nama Desa] ....;.., tanggal ........oeueen.

KEPALA DESA ........... (Nama Desa)

. B (Nama: Tanpa Gelar dan Pangkat]
Catatan: e | |
Format dapat d13esua1kan dengan kebutuhan.

Petun_,tuk Pengtsmn ; : ' ' :
‘Kolom 1 : Disi dengan nomor umt
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang
‘Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang
- Kolom4 : Disi dengan asal wusul barang berdasarkan sumber
perolehan/ pembehan/ pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli
Desa: |
Kolom 5 : Diisi dengan asal wusul barang berdasarkan sumber
_ _ perolehan/ pembelian/pengadaan dari APBDesa;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
perolehan/ pembeltan/ pengadaan dari perolehan lain yang
. sah; ?
- Kolom 7 K Dus: dengan keterangan lain yang dtanggap penting.

) 'Seteiah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dztandatangam oleh
 Kepala Desa.” i : '

B. format Benta Aca.raPenghapusan Aset Desa

Izpala Kabag Asisteny 1 Sclala Waldl Bupati
DPMD lhukum . .
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B BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERINTAH DESA ................. (Nama Desa)
| NOMOR ..o
TAHUN .......orennen.
Pada ..... Tanégal ..... kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku

Pengelola Aset Desa éelah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desaf
berupé ..... Teereenaen Teernees ' ..... :

Adapun | haésil pengecekan/penelitian atas aset  tersebut
semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudeh tidak dapat
dipergunakan untuké‘ kepe_ntingan penyelenggaraan pemerintahan desa,’
sedangkan manfaat pefngunaannya untuk kepentingan ménunjang pelaksanaan;
penyelenggaraan pemefrintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang
akan dikeluarkan. 0131:‘1 karena ifu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari
Buku Inventaris Aset I?esa Pertahun dan Buku Inventaris Desa. |

Demikian Berfita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan

disampaikan kepada I%epala Desa...cvviiriecinenn. {Nama Desa) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinyaft.
[
Desa .coccevvnnennns , tanggal ..................
SEKRETARIS DESA Yang Bertandatangan dibawah ini :
}
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa Pengelola/Pengurus
|
Aset Desa,
{orireennmnininirciiinnnens .............. ) (cemmreemmernrnemareraaanenenes )
; Kabag Agisten 1 Selala Waidl Bupati
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}

%

C. Keputusan 'Kepala f)ésa tentang Penghaplisan Aset Desa

KEPALA DESA ... (Nama Desaj’

KECAMATAN........cccreenrenens {nama kecamatan)

KABUPATEN GORONTALO UTARA

i

!
i
]
S

-

I
H
t

PERATURAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

- NOMOR ...... TAHUN .........

TENTANG

 PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA

i ‘'KEPALADESA ................. ,

bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak
‘berat dan ﬁdak efesien lagi penggunaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan de;f',a,
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) :s_ebagaimana telah diubah
dengan Undang—Undang. Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Kepala Kabag Asisten 1 Selada Wakil Bupati
DPMD hukum
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- Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang _.Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia B

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa -

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 .

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6623);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang

Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah._
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo

Utara Nomor ...};
Dst;

Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik

Desa Pemerintah Desa ......covovennn.. Nomor
......... Tahun .................

MEMUTUSKAN:

Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa
Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah

Desa .......... yvang beralih kepemilikan, musnah,
dan/atau  hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Desa......cccevunene. sebagaimana

tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
Dst.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

i HKepala Kedrag Asisten 1 Sekda ‘Wakil Depati
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KEPALA DESA ......

(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

D Format Buku Inventansa51 Aset Desa

H
T

. BUKU INVENTARIS ASET DESA

PEMERINTAH DESA ..o vear e
[ TAHUN ...oovnecrerennns
Kode Lokasi Desa : .......... ‘ ............... . 3 _ _
No | -Jenis Kode , Identitas Asal Usul Barang Tanggal Ket.
| .Barang Barang § Barang ' Perolehan/ |
. Pembelian
APBDesa | Perolehan Aset/ | ‘
, - Lain Yg chayaan
_ : ~ Sah Asli Desa
1| 2 3 || 4 5 6 7 8 o
2
&
MENGETAI—IUI DESA ....vrenrenniy tANGEAL ..rveerneen.,
| SEKRETARIS DESA PETUGAS/PENGURUS
Selaku Pembantu Pengelola Barang Mlhk BARANG MILIK DESA
| Desa | | | |
L (PR AT e RIIEIIRN (coreemeeeeir e )
Petunjuk Pengisian
ﬁ%";’;ﬁ' hxu;.lz?i Asisten 1 Selda wak:ilBupari.
V" 17
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Kode Lokasz Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan,

._'}{o!om 1

Kplom 2

_ Kolom 3

Kolom 4

Kolom5 _
Kolom6 :
Kolom 7

Kofbm 3

- Kolom 9
‘Setelah dus: seluruhnya maka pada:

: Diisi dengan tanggal pemlehan/ pembelian barang;

: - Diisi dengan nomor urut;

Diisi dengan Jenis bamng,

: - Dist dengan nomor kode barang, o
;. Diist dengan merk/ type/ukuran/ dan sebagamya
:. Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBDesa;

Dtt51 dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang Syah,

- Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Asli Desa,

Diist dengan keterangan lain yang dianggap penting.

- kanan bawah diisi dengan tanggat' pencatatan dan tandatangan Petugas/ Pengurus

Barang Milik Desa;

-Desa. : -

i
i

- kiri bawah dtketahw oleh Sekretaris Desa Selaku Pembantu Pengelola Barang Mlllk

/%UPATI GORONTALO UTARA, |

GGU

Kepala Kahag Asisten 1 Sekda Wakil Bupati
DIPMD bukum




